KRONOLOGIS

Rencana Pembukaan Jalan Koridor Tambang di Kawasan Restorasi Ekosistem Hutan Harapan

1. Surat dari Kemenhut undangan pertemuan tentang usulan pinjam pakai PT MMJ tanggal 20 Desember 2012

Undangan pertemuan untuk memberikan pertimbangan teknis usulan PT. Musi Mitra Jaya (MMJ) atas penggunaan kawasan hutan dalam areal kerja IUPHHK RE PT REKI oleh Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan (BRPUK)- Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) pada tanggal 19 Desember 2012.

Wakil dari MMJ menjelaskan tentang usulan pinjam pakai kawasan hutan di areal IUPHHK RE Reki untuk membangun jalan angkut batu bara. REKI berkeberatan dan menolak usulan tersebut karena tidak selaras dan bahkan cenderung menghambat tujuan pemulihan hutan yang kawasan hutan yang dikelola REKI.

2. Kompilasi dokumen usulan pinjam pakai PT MMJ (Presentasi, rekomendasi, kronologis)

Catatan dari presentasi yang di sampaikan MMJ pada pertemuan tanggal 20 Desember 2013, diantaranya :

• Rencana pembangun jalan di IUPHHK REKI Sumatera Selatan sepanjang 33,13 Km (pada kawasan HP 5,30 Km dan HPT 27,83 KM). Dengan lebar ruang milik jalan 30 Meter dan pengerasan 15 Meter). Untuk IUPHHK RE REKI Jambi sepanjang 18,56 Km (pada kawasan HPT 18,56 Km) dengan lebar ruang milik jalan 25 Meter dan perkerasan 15 Meter. Jalan tersebut akan digunakan untuk dilewati truk angkut Batubara seberat 100 ton dan sebanyak 35 buah truk setiap jam atau sekitar 800 buah truk perhari.

• Rencana pengaman areal yang dilintasi dengan menggunakan pagar pada blok habitat inti dan PPN, pembutan pagar endemik 100 m di kiri dan kanan jalan

• Kondisi tutupan lahan sepanjang jalan yang akan dibuat saat ini dengan menggunakan LIDAR 2012. Dimana menunjukan jalan tersebut telah dibuka dan digunakan.

• Pemilihan rute optimal dengan memperhatikan kelayakan teknis dan ekonomi, sementara biofisk dan sosial hanya kriteria pelengkap. Serta kajian lapangan yang dalam bentuk investigasi dan uji petik data lapangan. Dan hasil dari keseluruhan hanya di konsultasikan dengan pemerintah Kabupaten dan propinsi.

• Rekomendasi Bupati Batanghari tanggal 24 Pebruari 2012 no 503/0766/BPTSP tentang Pembangunan dan pengunaan jalan untuk angkut batubara PT. Musi Mitra Jaya yang melintasi kabupaten Batanghari.

• Pengesahan UKL-UPL Kantor Lingkungan Hidup. Tanggal 24 Mei 2012 no 050/156/LH/2012 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan rencana pembangunan jalan khusu batubara sepanjang 18,35 Km di Desa Bungku kecamatan Bajubang kabupaten Batanghari.

• Rekomendasi Gubenur Jambi tanggal 30 Mei 2012 No. 5.522/2666/Dishut-2.2/V/2012 tentang Rekomendasi penggunaan Kawasan Hutan pada jalan angkut eks HPH PT. Asialog dari wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang melintasi wilayah Propinsi Jambi di areal kerja PT. REKI untuk jalan angkut batubara PT. Musi Mitra Jaya di kabupaten Batang hari.

• Rekomendasi Bupati Musi Banyuasin tanggal 4 April 2012 no 444 tahun 201 tentang Pemberian Ijin Lokasi pembangunan dan penggunaan jalan angkut batubara seluas 403,1 ha yang terletak di Desa Sakosuba, Pangkalam Bayat, Telang, Sindang marga, Kali Berau, Pulau gading Sumatera Selatan.

• Pembangunan dan pengunaan jalan untuk angkut batubara PT. Musi Mitra Jaya yang melintasi kabupaten Batanghari.

• Pengesahan AMDAL, RKL dan RPL, Buapti Musi. Tanggal 22 Oktober 2012 no. 1163 tahu 2012 tentang Kelayakan Lingkungan hidup rencana pembangunan jalan, seluas 403,1 Ha.

• Rekomendasi Gubenur Sumatera Selatan tanggal 25 juli 2012 No. 5.522/2181/V/2012 tentang Rekomendasi Pinjam Pakai hutan untuk pembangunan dan penggunaa jakan angkut batubara PT MMJ.

• Serta memperhatikan lembar informasi pada dokumen PT. Atlas Resources Tbk. tanggal 31 Oktober 2011 terutama pada halaman 180 s/d 183 yang menjelaskan “MUBA HUB” diantaranya tentang rencana jalan angkut batubara dari Kabupaten Musi Rawas ke Musi Banyuasin di Sumatera Selatan. (peta terlampir).

3. Surat dari PT REKI tentang penolakan usulan pinjam pakai PT MMJ tanggal 23 Desember 2012

Sebagai tindak lanjut atas pertemuan tanggal 20 Desember 2012. REKi mengirimkan surat yang untuk menyakan tidak bisa mengabulkan usulan pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan angkut batubara oleh PT MMJ di areal IUPHHK RE REKI jambi dan Sumatera selatan. Karena usulan tersebut bertentangan dengan upaya pemulihan hutan yang sedang REI lakukan sesuai amanah Menteri Kehutanan dalam IUPHHK RE. Surat Ditujukan ke Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan Direktur Jenderal Planologi Kementrian Kehutanan.

4. Surat dari PT REKI tentang penolakan usulan pinjam pakai PT MMJ tanggal 20 April 2013

Sehubungan belum ada respon dari Kementrian kehutanan maka pada bulan April 2013 REKI mengirimkan surat penolakan dan keberatan atas usulan pinjam pakai kawasan hutan oleh PT MMJ untuk jalan angkut batubara kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan Direktur Jenderal Planologi Kementrian Kehutanan.

5. Surat dari Kemenhut undangan kedua pertemuan tentang usulan pinjam pakai PT MMJ tanggal 3 Mei 2013.

Wakil PT REKI menghadiri undangan rapat ini dan menyampaikan argument penolakan, namun pimpinan rapat dari Dirjen Planologi menolak semua alasan penolakan yang disampaikan.

Dari catatan pertemuan :

• REKI harus mempersiapkan alasan penolakan berdasarkan yuridis/regulasi dan kajian teknis (ilmiah) paling lambat tanggal 17 Mei 2013 ke Kementrian Kehutanan.

• Reki meminta kementrian kehutanan untuk mencarikan alternatif jalan untuk angkut batubara tersebut diluar IUPHHK RE REKI.

• PT MMJ bersedia mengikuti semua persyaratan yang ditetapkan REKI atas pengggunaan kawasan hutan nya untuk jalan angkut batubara.

• Kementrian kehutanan berpendapat Peraturan Menteri Kehutanan no 14 tahun 2013 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan no 38 tahun 2012 tentang Pedoman pinjam pakai kawasan hutan. Terutama pada pasal 10B. Bahwa pada IUPHH RE tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan. Sementara untuk transportasi mengangkut hasil produksi masih bisa dilakukan masih bisa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Surat dari PT REKI tentang penolakan usulan pinjam pakai PT MMJ tanggal 16 Mei 2013

Surat ditujukan kepada Kementrian Kehutanan, PT MMJ dan PT Atlas Reources tbk yang intinya menolak usulan pinjam pakai kawasan hutan oleh PT MMJ di areal IUPHHK REKI. Serta menyertakan argument yuridis dan Kajian ilmiah atas dampak negatif jika jalan di bangun, baik dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Sampai dengan saat belum ada respon atau jawaban dari Kemenhut.

7. Argumentasi PT REKI yang menjadi dasar penolakan usulan pinjam pakai PT MMJ

A. Mengancam pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Restorasi Ekosistem

B. Proses AMDAL yang tidak melibatkan PT REKI sebagai stakeholder utama

C. Terhambatnya upaya pemulihan ekosistem hutan dataran rendah Sumatera

D. Hilangnya nilai ekonomi kawasan hutan produksi yang tengah dipulihkan

E. Meningkatnya tekanan dari perambahan dan pembalakan liar terhadap Hutan Harapan

F. Dampak sosial terhadap komunitas Suku Anak Dalam Batin Sembilan

G. Dampak lingkungan dari fragmentasi hutan, polusi, serta meningkatnya potensi banjir

dan erosi

H. Adanya rute alternatif untuk jalan koridor pengangkutan hasil tambang

I. Berkurangnya dukungan internasional kepada Indonesia untuk upaya pemulihan hutan

8. Policy paper “Penolakan usulan pembuatan jalan batubara melalui Hutan Harapan”

